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ABSTRAK 

 

 Adanya pelaksanaan pendamping desa dalam pemperdayaan masyarakat 

desa, merupakan implementasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 Tentang Desa yang dianggap sebagai jawaban atas tercipatannya 

kemandirian, kesejahteran dan kemajuan perekonomian desa dengan melakukan 

pembangunan desa melaluai daerah pinggiran. legitimasi atas peran, tujuan dan 

mekanisme pelaksanaan pendampingan desa diatur dalam Peraturan Mentri Desa, 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan 

Desa. Peran pendampingan tersebut bertugas sebagai perencana, pendamping, dan 

penyusun serta penyadaran masyarakat yang menjadi tanggung jawab 

pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun desa 

menjadi mandiri dan lebih maju. Namun, proses dalam mencapai tujuan sangat 

berbeda-beda, paslanya dalam melaksanakan pendampingan, keberadaan 

pendamping, keadaan wilayah desa, serta potensi baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam sangatlah mempengaruhi, sehingga pengaruh tersebut 

juga memberikan kemanfaatan yang berbeda pula. Oleh karena itu penyusun 

hendak meneliti tentang manfaat pendamping desa dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa, studi lapangan Di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro. 

 Dalam penelitian ini penysun menggunakan penelitian berbasis lapangan 

(field research) Dengan pendekatan yang mendalam terhadap objek serta metode 

yang digunakan adalah normatif empiris. Sifat penelitian dalam kepenulisan ini 

yang bersifat deskriptif analitik yakni menguraikan masalah dengan 

mendeskripsikan fakta-fakta ataupun peristiwa dan dianalisis melalui teori dan 

hukum normatif. Dan pengamabilan data penelitian diperoleh langsung melalui 

wawancara, observasi, juga dari berbagai dokumen/pustaka serta kajian atas 

peraturan-peraturan terkait. 

 Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, manfaat pendamping desa 

sebagai penunjang kemandirian masyarakat yang berujung timbulnya 

kesejahteraan memang telah dibuktikannya melalui beberapa peran yang 

dilakukan oleh pendamping desa sesuai degan Peraturan Mentri Desa, Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, 

yang diaplikasikan melalui: pertama, pembinaan terhadap pemerintah desa dalam 

penggunaan teknologi untuk memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan. Kedua, 

membantu pemerintah desa di wilayah pelaksanaan pelayanan administrasi. 

ketiga, pengadaan sosialisai-sosialisasi bersama masyarakat desa dalam 

menyukseskan program kerja demi meningkatkan kesadaran agar partisipasi 

masyarakat tercipta. Sehingga dengan adanya bebrapa peran tersebut manfaat 

dalam pelaksanaan pemerintahan tercerminkan atas progresifitas yang dilakukan 

pemerintah serta semangat pro-aktif masyarakat dalam partisipatif untuk 

membangun desa.  

 

 

Kata kunci: manfaat dan peran, pendamping desa, pemerintah desa, 

pemberdayaan masyarakat. 
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ABSTRACT 

 The execution of village assistants in empowering rural communities has 

also become the implementation of policies from Villages Law Number 6 of 2014, 

which is regarded as the answer to the creation of independence, welfare, and 

progress of the village economy by carrying out village development through the 

outskirts. The legitimacy of the roles, objectives, and mechanisms for 

implementing village assistance is regulated in the Regulation of the Minister of 

Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 3 of 2015 

concerning Village Assistance. The mentoring role serves as a planner, assistant, 

and compiler as well as community awareness which is the responsibility of 

village assistants in empowering the community to build an independent and more 

advanced village. However, the process of achieving these goals is very different. 

The evidence is that in carrying out mentoring, the presence of facilitators, the 

condition of the village area, as well as the potential of human resources and 

natural resources are very influential so that these influences also provide 

different benefits. Therefore, the researcher wants to examine the benefits of 

village assistants in the implementation of village government, a field study in 

Pejok Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency. 

 In analyzing this topic, the researcher used field-based research (field 

research) with an in-depth approach to the object and the method used is 

normative empirical. The kind of this research is descriptive-analytic which 

analyzes the problem by describing facts or events through normative theory and 

law. Data collection techniques were obtained directly through interviews, 

observations, various documents/libraries, and studies of related regulations. 

 The result of this study shows that the benefits of village assistants as 

supporting community independence that lead to welfare have indeed been proven 

through several roles carried out by village assistants following the Regulation of 

the Minister of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 3 

of 2015 concerning Village Assistance. These things applied in the following 

ways: first, coaching the village government about technology to maximize the 

implementation of government. Second, assist the village government in the area 

of administrative service implementation. Third, the provision of socialization 

with the village community in the success of the work program to increase 

awareness so that community participation is created. Therefore, with these 

several roles, the benefits in implementing government are reflected in the 

government's growth and the community's pro-active spirit in participatory 

development in the village. 

 

Keywords: benefits and roles, community empowerment, village assistants, village 

government 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakag  

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan suatu 

Negara yang mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)  menyebutkan 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepetingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakasa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.”1 Desa juga merupakan sebuah perwujudan dalam peningkatan 

kesejahteraan serta kemakmuran ekonomi desa agar tidak selamanya 

tertuju pada kota atau perkotaan2. Pembangunan desa sebagai poros 

terkecil adalah sebuah faktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan. 

menurut Luthfia dan Sulaiman, menyatakan kunci dalam sebuah 

pembangunan negara adalah memberikan otonomi penuh demi 

terwujudnya masyarakat sejahtera melalui tingkatan terendah dalam 

pemerintahan yaitu desa.3 Menegaskan hal tersebut, Desa menjadi wahana 

pemerintahan berskala kecil yang mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakat setempat, sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang 

Desa pasal 1 ayat (2) berbunyi ”Pemerintahan Desa adalah 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
2 Eva kurnia dkk., “optimalisasi pendamping desa kecamatan tugumulyo kabupaten musi 

rawas”, jurnal ilmu pemerintahan suara khatulistiwa (JIPSK), Vol. 4:2 (Desember 2019), hlm. 1. 
3 Bambang Suswanto dkk., “Peran pendamping desa dalam model pemberdayaan 

masyarakat berkelanjutan”, Artikel JuSS social soedirman universitas jendral soedirman, Vol. 2:2, 

(januari 2019), hlm. 2 
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setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.”4   

Kewenangan pemerintah diukur melalui teritorialnya yang berskala 

besar menjadikan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam sekte 

pembangunan maupun pemberdayaan pada desa, Pemerintah 

melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerja gotong royong dengan 

masyarakat setempat. Karena Persoalan pada masyarakat, mereka lebih 

dominan mengetahui kebutuhan yang nantinya dapat meningkatkan 

kualitas perekonmian maupun kesejahteraan mereka sendiri. Dalam 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Perubahan 

Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah 

mengoptimalkan peyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan pembinaaan dan pemberdayaan masyarakat, pasal 127 ayat 

(2) huruf (g) berbunyi “mendorong partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.”5 

Hal tersebut menunjukan adanya upaya pemerintah berupaya membuka 

tangan terhadap masyarakat serta dapat menyelesaikan bersama dalam 

persoalan pembangunan dikalangan pedesaan. Pemerintah melihat 

pemerintahan desa lebih tepat dalam pelaksanaan pembangunan yang 

dikenal sebagai sistem bottom up.  Karenanya pembinaan dan 

pemberdayaan menjadi kewenangan pemerintahan desa.6 Menurut Karsidi, 

sudah menjadi kebutuhan serta adanya tuntutan dalam pembangunan 

adanya ruang terbuka bagi masyarakat guna terciptanya pertisipasi 

masyarakat dalam suatu pengembangan sumber daya dan potensi 

                                                           
4 Pasal 1 ayat (1). 
5 Pasal 127 ayat (2) huruf (g) Peraturan pemerintah nomro 47 tahun 2015 tentang 

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
6 Icol Dianto, “problematika pendamping desa professional dalam pemberdayaan 

masyarakat desa di kota padangsidimpuan,” jurnal Dimas, Vol. 18:2, (nopember 2018), hlm. 241. 
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peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan dengan menggunakan cara 

pandang baru yakni berupa penyuluhan.7  

Dalam Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 

Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang 

pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang 

menerangkan “pemerintah dan pemerintahan daerah menyelenggarakan 

pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang 

sesuai dengan kebutuhan.”8 Artinya pemerintah melakukan pengawasan 

atas penyelenggaraan pelaksanaan pemerinthan desa, penjabaran tersebut 

diterangkan pada Pasal 128 ayat (2) menjelaskan “pendampingan 

masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) secara teknis 

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat 

dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan 

masyarakat Desa, dan /atau pihak ketiga.”9 

Untuk mencapai pembangunan, pendamping professional atau 

biasa yang dikenal dengan istilah Pendamping Desa dapat dicermati dari 

konsep pembangunan desa yang selama ini ditempuh yang menfokuskan 

pada titik percepatan, melihat pada pasal 129 ayat (1) PP No. 47 tahun 

2015, menjelaskan tentang tugas dalam pelaksanannya dengan melakukan 

pendampingan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama 

desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan berskala lokal Desa.10 

Pendampingan ini menjadikan peran  sebagai tangan panjang yang 

memiliki kewenangan serta konsekuensi pembangunan desa. Menurut 

Gitosaputro, sumaryo dan rangga, definisi dalam “pendampingan” suatu 

kegiatan yang membantu masyarakat untuk belajar dalam menyelesaikan 

                                                           
7 Ravik Karsidi, “paradigm baru penyuluhan pembangunan dalam pemberdayaan 

masyarakat”, mediator jurnal komunikasi, Vol. 2:1, (juni 2001), hlm. 115. 
8 Pasal 128 ayat (1). 
9 Pasal 128 ayat (2). 
10 Pasal 129 ayat (1) 
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masalah serta pengorganisasian diri dalam suatu aksinya.11 Tak dapat 

dipungkiri, permasalahan lain juga dapat terjadi pada seoarang yang 

memberikan pendampingan, pola ini juga sering terjadi dikarenakan 

pendampigan yang kurang maksimal ataupun juga pemahaman yang 

terbatas mengenai tugas serta fungsi daripada seorang pendamping. 

Pendamping Desa sebagai pola percepatan dalam pembangunan 

melalui pedesaan agar nantinya proses kemajuan desa dapat terjadi secara 

merata, hal ini menjadikan turunan tugas atau sebuah jabatan dibawah 

kementrian desa, pendamping desa telah diatur dalam peraturan mentri 

desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrassi Republik 

Indonesia No. 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) yang berbunyi 

“Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan 

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 

pengarahan, dan fasilitas desa.”12 Aturan ini menjadi legal standing 

pendamping desa dalam menjalakan tugas sebagai pembantu dalam suatu 

kemajuan negara melalui pembangunan tingkat pemerintahan desa. Oleh 

karenanya pendamping desa dapat dikatakan sebagai fasilitator sehingga 

keberadaannya yang memiliki ruang gerak sangat strategis dalam 

mengemban tugas sebagai perencana, pelaksana dan pemantauan terhadap 

pembangunan desa, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan desa 

serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menanggulangi 

kemiskinan, harus betul-betul memahami baik aturan yang mengikatnya 

ataupun tugas serta pemahaman lebih mengenainya. 

Pendampingan pemberdayaan masyarakt di Desa Pejok merupakan 

salah satu Desa yang berada dalam pengawasan pendamping desa, 

kawasan Desa tersebut merupakan daerah pinggiran Kabupaten/Kota di 

wilayah Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Bojonegoro, Desa tersebut 

                                                           
11 Jenny yelina dkk., “konsep pendampingan dalam struktur pemerintahan Indonesia: 

mengapa pendamping local harus ada?.” Prespektif, Vol 9:2, (juli 2020), hlm. 265 
12 Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik 

Indonesia pasal 1 ayat (14) nomor 3 Tahun 2015.  
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juga salah satu Desa yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dikarenakan wilayah yang luas dan kawasan yang merupakan 

daerah tertingal untuk akses dari peekotaan sangat jauh untuk ditempuh 

serta keadaan masyarakat yang keberadaan sumber daya manusia kurang 

mempuni baik dari segi peningkatan daya perekonomian maupun 

pemberdayaan masyarakat, penempatan pendamping desa di daerah 

tersebut merupakan implenetasi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa  dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya peraturan 

mentri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrassi Republik 

Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamingan Desa sebagaimana 

yang telah dijelaskan diatas.     

 Dengan adanya penelitian awal, penyusun telah menemukan 

pokok permasalahan yang terjadi dan kurang lebih merata dihadapi oleh 

pendamping desa. Pertama, banyaknya pendamping desa mengundurkan 

diri dengan alasan tidak memahami tugas serta tujuan daripada seorang 

pendamping desa. Kedua, banyaknya pendamping desa yang menangani 

lebih dari tiga desa yang menyebabkan pendamping desa kurang maksimal 

dalam bekerja, serta ketiga keberadaan Desa Pejok yang jauh dari 

perkotaan menjadikan pendmping desa tentu salah satu yang menjadi 

sorotan daripadanya peakasanaan pendampingan desa di wilayah tersebut. 

Demi tercapainya amanah peraturan perundang-undnagan yang 

telah ditetapkan, sekurangnya pendamping desa memenuhi beberapa unsur 

sebagai pendamping desa, yang salah satunya adalah “memiliki 

penegetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat”13 

  

                                                           
13 Pasal 24 huruf (a) 
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Berdasarkan gambaran kondisi yang terjadi, begitu pentingnya 

peran seorang pendamping desa dalam mengemban amanah undang-

undang yang telah diimplementasikan oleh mentri desa kepada 

pendamping desa sebagai prakasa pembangunan desa, Maka penyusun 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebgaimana “Manfaat dan Peran 

Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi 

Lapangan Di Desa Pejok Kecamatan kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah 

yang ingin dikaji sebagai berikut: 

1. Apa Manfaat Pendamping Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa 

khususnya di desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro? 

2. Apakah Pelaksanaan Pendamping Desa di Desa Pejok sudah sesuai 

aturan yang berlaku dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kajian awal pada latar belakang dan rumusan masalah 

yang telah disampaikan, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai 

berikut: 

a. Menelaah dan memahami Manfaat Pendamping Desa dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa khususnya di desa Pejok 

Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 

b. Untuk Mencari kesesuaian tugas serta peran Pendamping Desa 

yang telah diatur dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan penyusun serta dapat menyumbang keilmuan di 

bidang Pendamping Desa sehingga dapat menambah referensi 

akademis.  

b. Kegunaaan Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintahan desa dan masyarakat umum terkhusus bagi 

pendamping desa dalam mengemban tugas sebagai pelaksana dan 

perencana bagi kemajuan desa. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya persamaan dalam penelitian yang 

ada sebelumnya, maka penyusun telah melakukan penelusuran serta telaah 

pada beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya yang 

berkaitan dengan Pendamping Desa. 

Pertama, Skripsi yang berjudul “Profesionalitas Pendamping Desa 

Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pemantauan Terhadap 

Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa 

Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep” yang ditulis 

Moh. Ariyanto. Dalam skripsi ini menerangkan terkait pendidikan yang 

mempengaruhi tingkat profesionalitas kerja yang pada umumnya 

menempuh pendidikan yang relatif pada tingkat sekolah menengah atas 

serta gaya kultur pemerintahan yang masih didominasi dengan adat istiadat 

sehingga terkadang banyak berbenturan dengan tujuan pendamping desa. 
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Kedua, Skripsi yang berjudul “Kinerja Pendamping Desa Dalam 

Pembangunan Di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten 

Gunungkidul” yang ditulis oleh Rikardus Fabianus Kaka. Skripsi ini 

membahas tentang kinerja pendamping desa yang hanya sebatas 

mengarahkan dan hanya dapat berkordinasi terhadap sekretaris dan kaur 

saja, terlebihnya belum dapat mengkordinasikan antara kepala wilayah 

serta BPD dikarenakan kurangnya pengetahuan, uang operasional dan juga 

luasnya wilayah yang didampingi serta pembahasan terkait barometer 

pendamping desa yang dilihat dari prestasi, keahlian, kepemipinan dan 

prilaku dalam kinerja pendamping desa. 

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam 

Mewujudkan Kemandirian Desa" yang ditulis oleh Amelia Dwi Lestari. 

Pembahasan skripsi ini mengarah pada prakasa partisipasi masyarakat 

melalui peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa 

serta pemberdayaan masyarakat. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Pendamping 

Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam 

Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah” 

dalam skripsi ini menjelaskan peran pendamping desa dengan sudut 

kacamata kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan 

rakyat  serta persesuaian dari prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi keaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 

Perbedaan mendasar dari 4 (empat) karya tulis diatas telah 

dikemukakan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, karya 

ilmiah yang akan ditulis oleh penyusun menpunyai perbedaan yang 

terletak pada objek penelitian, teori dan juga pisau analisis.  Meskipun 

terlihat banyak kemiripan karya ilmiah yang ditulis sebelumnya, tak 

menutup kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang 

Pendamping Desa dengan sudut pandang berbeda dari berbagai skripsi 

sebelumnya. 
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E. Kerangka Teoritik  

1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) 

Welfare State dalam perkembangan suatu pemerintahan 

tidaklah asing, konsep ini sering diartikan dengan Negara 

kesejahteraan, pemaknaan ini dalam Collin Colbuld English 

Dictionary yang telah dikutip oleh Safri Nugraha menyebutkan, 

Negara kesejahteraan (Welfare State) adalah suatu sistem 

pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara bebas biaya 

(gratis) dalam berbagai hal seperti kesehatan, pendidikan, dan 

seseorang yang sedang lanjut usia dan tidak dapat bekerja diberikannya 

bantuan keuangan, pengangguran atau sakit.14 

Dalam konsep Negara kesejahteraan ini, menjadi suatu 

keharusan adanya intervensi maupun keikutsertaan pemerintah dalam 

menangani suatu permsalahan sosial ekonomi yang dihadapi rakyat, 

karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab yang paling 

utama. Fungsi negara seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial 

terhadap individu dan keluarga dalam hal yang khusus, seperti social 

security, kesejahteraan sosial, kesehatan, penddikan, maupun pelatihan 

dan perumahan.15 

Disisi lain, Welfare State dilihat dari pandangan Mac Iver yang 

mengungkapkan bahwa Negara tidak lagi dipandang sebagai alat 

kekuasaan (Instrument of Power) semata, namun sebagai alat pelayan 

(an agency of Services). Paham ini dirasa pragmatis dan mencetuskan 

sebuah konsep Negara kesejahteraan (welfare state) dalam Negara 

                                                           
14 Collin Colbuild English Dictionary, 1997, hal. 1989, dalam kutipan Safri Nugraha, 

“Privatisation Of State Enterprises in the 20
th 

Century A Step Forwards Or Backwards”, Fakultas 

Hukum UI, (Jakarta: 2004), hlm. 1 
15 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan 

pelaksanaannya Di Indonesia”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 223.  
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hukum modern, yang menurut pandangannya memiliki ciri sebagai 

berikut:16 

a. Terjaminya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat. 

b. Pertimbangan efisiensi dan manjemen lebih diutamakan 

daripada pembagian kekuasaan, sehingga peran eksekutif 

lebih besar dari legislative. 

c. Hak milik tidak mutlak. 

d. Negara aktif di sosial dan ekonomi dan tidak hanya aktif 

dalam ketertiban dan keamanan. 

e. Isi dalam hukum administrasi menjurus kedalam aturan 

yang bersifat sosial ekonomi dan membebankan kewajban 

tertentu terhadap warga Negara. 

f. Peran Negara lebih luas, karena peran hukum publik 

mendesak hukum privat. 

g. Mengutamakan keadilan sosial yang material. 

Hal ini menujukan tugas Negara lebih kuat dan besar, dengan 

pemerintah merumuskan dalam setiap undang-undang dengan tujuan 

kesejahteraan masyarakat terwujud secara nyata. sehingga hukum berperan 

sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat. Sepeti yang dikatakan 

satjipto Raharjo adalah hukum hendaknya membuat bahagia.17 

  

                                                           
16 Mac Iver, “The modern State”, (London: Oxford University Press, 1950), hlm. 4 
17 Satjipto Raharjo, “Membedah Hukum Progresif” (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 

2006), hlm. 9-11 
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2. Teori Good Governance 

Good Governance merupakan sebuah istilah yang tidak dapat 

terlepas dari suatu pemerintahan, istilah ini sering diartikan sebagai 

pemerintahan yang baik. Pengertian governance juga dapat dikatakan 

sebagai pengaturan dalam mengelola urusan publik. Menurut Pierre 

menyebutkan bahwa governance adalah menjaga sumber daya pada 

tataran publik dibawah konrol politik dan pengembangan strategi 

untuk mepertahankan kapasitas kinerja pemerintah.18 

Sedangkan, makna good dalam governance memiliki dua 

pemaknaan: pertama, nilai yang menjujung tinggi keinginan rakyat 

dan nilai yang dapat mengembangkan kemampuan rakyat dalam 

mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta 

keadilan sosial. Kedua, pemerintah memiliki aspek fungsional yang 

efektif dan efesien dalam melaksanakan tugas demi tercapainya hal 

tersebut.19 

Dalam konsep governance, pemerintah sebagai pelaksana 

negara untuk menciptakan sebuah mekanisme baru yang tentu 

masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat dapat mengutarakan 

kepentingannya, menggunakan hak, begitu juga memenuhi kewajiban 

dan merangkul adanya perbedaan diatara mereka. Ini mengungkapkan 

pemerintah menjadi suatu hal yang bertumpu pada keharmonisan 

diantara kelompok atau berbagai kekuatan yang ada di dalam negara.20  

Menurut World Bank sebagaimana dikutip oleh Sujarwoto dan 

Yumarni berpendapat bahwa terdapat tiga domain dari governance, 

yaitu state, private sector, civil society yang saling berinteraksi serta 

                                                           
18 Leny Novianti, “Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah”, (Pekanbaru: 

Al-Mujtahadah Press, 2015), hlm. 50. 
19 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ”Modul Materi Good Governance Dan 

Pelayanan Publik”, (Jakarta: PT.Multi Area Desentralisasi Pembangunan, 2016) hlm. 6 
20 Warsito Utomo, “Administrasi Publik Baru, Perubahan Pparadigma Dari Administrasi 

Negara Ke Administrasi Publik”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.184.  
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masing-masing menjalankan fungsinya.21 Sedangkan menurut G.H 

Addink mengutarakan bahwa konsep dari good governance pada suatu 

pemerintahan adalah dalam rangka saling interaksi antara pemerintah 

dan bangsanya.22 Keberadaan pemerintahan menjadi tumpuan baik 

pada proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat demi 

menciptakan suatu negara makmur dan bersih. Sebagaimana menurut 

Ryass Rasyid mengungkapkan tentang pemerintahan yang bersih 

adalah termasuk bagian dari pemerintahan yang baik.23  

Dalam konteks ini, tentu dalam melaksanakan suatu 

pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip, demi 

merasakan sebuah hubungan yang saling bersinergi antara satu sama 

lain, maka sebuah prinsip utama harus melekat pada suatu 

kepemerintahan, adapun bebrapa prinsip good governance,24 yaitu:  

a. Partisipasi 

b. Orientasi pada konsensus 

c. Akuntabilitas  

d. Transparansi 

e. Responsife  

f. Efetifitas dan efisiensi 

g. Persamaan derajat dan inklusifitas, dan 

h. Penegakan hukum 

Beberapa karakteristik tersebut tentu tidak dapat berdiri sendiri, 

karenanya harus saling keterikatan atau saling bersinergi dalam 

penerapannya supaya terselenggaranya pemerintahan yang baik. 

                                                           
21 Muh Tang Abdullah, “prespektif Governance dalam memahami perubahan manajemen 

pemerintahan”, Jurnal Analisa dan pelayanan Publik, Vol. 2:1, (Juni : 2016), hlm. 67 
22 G.H Addink, “From Principles Of Proper Administration To Principles Of Good 

Governance”, diktat good governance (Depok: CLGS-FHUI, 2003), hlm.9 
23 Ryass Rasyid, “Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan”, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002). Hlm 22. 
24 Dr. Ely Siswanto, “Good University Governance”, (Malang: Gunung Samudera, 2014) 

hlm. 25. 
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3. Teori Otonomi Daerah 

Lahirnya otonomi daerah memberikan warna baru dalam proses 

tercapainya demokratisasi, kebijakan otonomi daerah adalah suatu 

istilah perwujudan dari konsep desentralisasi, konsep ini memberi 

isyarat adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah yang berada ditingkat terbawah dengan diberikannya suatu 

wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri, dengan tujuan 

pemerintah dapat meningkatkan efisiensi maupun efektifitas dalam 

memberikan pelayanan  kepada seluruh masyarakat. 

Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan 

kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya 

sendiri, setelah diperolehnya hak atas penyerahan urusan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai keadaan dan 

kemampuan daerah yang bersangkutan.25 Sesuai Pasal 1 Ayat (5) 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

menyebutkan “Otonomi daerah Adalah Hak, Wewenang, dan 

Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.”26  

Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah dapat mengatur 

sesuai kebutuhan dan kemampuan pada keberadaan Masyarakat yang 

dinanti dapat memberikan suatu aspirasi kepada daerahnya. Hal ini 

disadari bahwa orientasi pembangunan yang telah dirubah dari top ke 

down ke bottom up mengungkapkan bahwa tujuan tersebut adalah 

untuk mengacu pertumbuhan dari wilayah pemerintahan terkecil. Hal 

ini, menunjukan bahwa pemerintah akan lebih leluasa dalam 

                                                           
25 Djohrmansyah Djohan, “Problematika pemerintahan dan politik lokal”, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1990), hlm.52.  
26 Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 Tenatng Pemerintah Daerah. 
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merendanakan dan menentukan prioritas pembangunan yang hendak di 

lakukan. 

Pemerintah dalam kehadirannya memiliki tanggung jawab 

serta berperan dalam kehidupan demokratis, memberikan pelayanan 

publik dan sipil yang efisien dan cepat demi tercapainya suatu 

kepercayaan untuk membangun kemandirian desa, sehingga dalam 

menggali potensi penduduk desa melalui sentral ekonomi dan 

dinamika sosial-politik yang dinamis, menuntut sejumlah 

pemerintahan desa dalam mengelola desa menurut kearifan lokal 

dengan profesionalitas dan memberikan optimalisasi pemberdayaan, 

pelayanan, juga pembangunan masyarakat desa. 

Dalam konsep otonomi desa, ini terjadi atas kesendiriannya 

yang asli, bulat, dan utuh dan otonomi ini memang bukan dari 

pemberian dari pemerintah.27  Dalam penjelasan yang telah diutarkan, 

Juliantara menguatkan bahwabukanlah sebuah kedaulatan melainkan 

otonomi desa merupakan pengakuan adanya hak dalam mengatur 

rumah tangganya dan hal ini terjadi atas prakasa dari masyarakat 

setempat. Otonomi ini dapat menutup intervensi dari berbagai institusi 

diatasnya, hall an juga tidak dibenarkan pada proses intervensi yang 

serba mendadak, paksa, ataupun tidak memandang realitas 

komunitasnya.28  

  

                                                           
27 H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm. 165 
28 Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah (Yogyakarta: 

Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm. 116 
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F. Metode Penelitian 

 Agar mempermdah dalam mengarahkan data dalam penelitian, 

maka metode dalam penyususnan karya ilmiah ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian berbasis 

lapangan, (fiel research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 

mendalam dan terperinci terhadap objek penelitian dengan 

menggnakan bahan buku maupun tulisan.29 Demi memperoleh data 

primer, pelaksanaan penelitian dilakukan secara terjun langsung ke 

lapangan untuk melihat manfaat Pendamping Desa di desa pejok 

kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro serta mengetahui 

pelaksanan peran pendamping desa tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu merupakan 

penelitian dengan menguraikan masalah secara mendeskripsikan 

melalui peristiwa, fakta-fakta ataupun pengamatan terhadap 

pemerinthan desa maupun masyarakat sekitar. Sedangkan analitik 

merupakan pengolahan data secara mengkaji ulang atas perolehan 

data dan hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen, 

serta cacatan lapangan yang diperoleh akan disusun sebagai 

deskripsi. Hal seperti ini akan mengetahui manfaat serta peran 

pelaksanaan pendamping desa dalam pemerintahan diwilayah Desa 

Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini,  metode pendekatan yang digunakan 

ini adalah Normatif Empiris, yang melihat mengenai peran 

                                                           
29 Suharsimi Arikunto, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik”, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), hlm. 11 
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serta manfaat yang terkandung dalam hukum normatif 

(Undang-undang), sedangkan pendekatan empiris dengan 

menggunakan kajian pada kenyataan yang ada mengenai peran 

pendampingan di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro. 

4. Sumber Data 

a. Bahan Data Primer 

Bahan data primer ini diperoleh atas terjun langsung 

atau sumber penelitian dari hasil wawancara dengan 

berbagai narasumber terkait. Untuk memperoleh data 

informasi yang masih mempunyai keterikatan dengan objek 

permasalahan dalam penelitian. 

b. Bahan Data Sekunder 

Bahan data ini terdiri dari Undang-Undang no. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 

2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 

2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa, serta melalui studi kepustakaan 

seperti buku-buku, journal, maupun dokumen penunjang 

seperti profil desa dan lain-lain. Data sekunder ini 

diperlukan untuk melengkapi data primer. 

c. Bahan Data Tersier 

Terdiri dari kamus, ensiklopedia, artikel atau jurnal, 

Koran, majalah, makalah dan situs internet lainnya yang 

berkenaan dengan permasalahan desa maupun pendamping 

desa. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

mengamati berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat 

khususnya pada pelaksanaan pendampingan terhadap desa, 

dengan teknik ini nantinya data dapat memecahkan suatu 

permasalahan yang terjadi. Dengan melakukan terjun 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan data atau 

informasi terkait hal tersebut. 

b. Wawancara  

Teknik pegumpulan data selanjutnya adalah 

wawancara. Teknik pengumpulan informasi dengan 

mengajukan pertanyaan terhadap pihak yang bersngkutan 

dalam pelaksanaan pendampingan desa, wawancara 

tersebut menggunakan cara dengan mengurai garis besar 

pada suatu permasalahan serta menggunakan pedoman 

yang sistematis. Wawancara tersebut nantinya akan 

dilaksanakan dengan pihak seperti pendamping desa, kepala 

desa, serta perangkat desa lainnya.  

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan terakhir dengan menggunakan 

variabel dengan cara mempelajari keputusan berupa 

literatur buku, catatan, transkip dari hasil pnelitian yang ada 

sebelumnya, maupun perundang-undangan yang berkaitan 

dengan desa, hal ini merupakan metode yang dilakukan 

disaat informasi yang bersumber dari dokumntasi atau 

arsip-arsip anggota yang relevan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian. 
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik anasilis data merupakan proses mencari dan 

menyususn secara sistematis dari data hasil observasi, 

wawancara maupun dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan dan memilih data yang menurut peneliti 

penting sehingga dapat dipelajari serta dapat dijadikan 

kesimpulan agar mudah dipahami. Sebagaimana menurut 

Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa analisis adalah upaya 

mencari, dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai 

temuan bagi orang lain.30 Sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode analisa data kualitatif sesuai variabel 

dalam teori yang dipakai. 

  

                                                           
30 Ahmad Rijali, “Analisis data Kualitatif”, jurnal Alhadharah, Vol. 17:33, (juni, 2018), 

hlm. 84 
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G. Sistematika pembahasan 

Dalam penelitian karya ilmiah ini yang berjudul “Manfaat 

Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Pejok 

Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro” maka sistematika 

pembahasan yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun. 

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum pendamping desa 

serta perannya. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang pokok-pokok serta tujuan 

mengenai pendamping desa di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro. 

Bab keempat, bab ini menjelaskan tentang analisis tugas serta 

peran pendamping desa di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro. 

Bab lima, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan 

saran dalam pokok persoalan penelitian, serta hasil penelitian dengan 

dilengkapi daftar pustaka.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan peran dari seorang pendamping desa, 

menelaah uraian serta penjelasan pendamping desa diatas, dalam 

pelaksanaan peran menciptakan iklim yang positif terhadap pemerintah 

desa yang pro-aktif dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan desa 

bersama masyarakat desa dalam memajukan desa. Sehingga dapat di 

simpulkan atas bebrapa pernyataan serta penjelasan dalam peneliatian 

yang dilakukan di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping 

Desa dengan keadaan di lapangan. Adapun peran serta kesesuaianya dalam 

menjalankan tugas sebagai pendamping desa dengan peraturan-peraturan 

yang melegitimasinya dan dapat kita simpulkan sebagai berikut:  

1. Peran pendamping desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di desa 

pejok kecamata kepohbaru kabupaten bojonegoeo sebagai berikut: 

a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan bersama dalam membangun desa serta 

memberdayakan masyarakat desa, Memberikan pembinaan 

terhadap aparatur pemerintah Desa dalam bidang penggunaan 

teknologi komputer, pemanfaatan komputer menjadikan hal yang 

sangat penting dalam urusan mengelola pemerintahan baik dari segi 

perencanaan, penyusunan laporan, RPJMDesa, RKPDes, dan 

APBDes. Guna memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat 

yang mudah dan cepat. 
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b. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan 

Mengadakan diskusi yang dilakukan pendamping desa dengan 

Pemerintah Desa, masyarakat Desa dalam ragka pemberdayaan 

masyarakat. Dengan melakukan pertemuan-pertemuan kecil serta 

memberikan pemahaman guna dalam membantu mengembangkan 

dan memajukan potensi Desa.  

c. Mengadakan sosialisasi-sosialisasi dalam rangka mensukseskan 

program yang telah di rencanakan Pemerintah Desa. Dengan 

tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya 

membangun Desa bersama serta partisipasi warga manjadi tolak 

ukur kesusksesan pemerintah dalam membangun Desa dan dengan 

mencerminkan kehidupan yang goyong royong. 

  

2. Meihat peran dan tugas yang telah dikemukakan tersebut, Pelaksanaan 

pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam urusan 

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kehendak 

dalam mensukseskan terselenggaranya undang-undang tentang desa no 

6 tahun 2014 tentang desa, yang dikembangkan dengan diciptakannya 

pendamping desa sebagai pelaksana yang dibentuk oleh kementrian 

desa, yang melalui peraturan dalam pasal 12 Peraturan Mentri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pendamping Desa tentunya telah sesuai dengan 

pelaksanaan yang dilakukan oleh pendamping desa di desa pejok. 

Dengan kesesuaian tersebut pelaksanaan pendampingan seorang 

pendamping desa menjadi tolak ukur tercapainya pembedayaan 

masyarakat guna menjadikan pembangunan yang merata melaalui desa 

dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

 

  



87 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan pendampingan 

terhadap pemerintah desa maupun pemberdayaan masyarakat desa, dengan 

pengamatan serta telaah penyusun, pendamping desa sebagai motor 

gerakan pembangunan melalui tangan mentri desa, tentunya seorang 

pendamping desa maupuan pemerintah desa khususnya di desa pejok 

kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro dalam melaksanakan serta 

menjalankan kewajiban sebagai otoritas pemerintahan terkecil dari 

Negara, tidak terlepas dengan adanya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas. dengan penyususn melihat pelaksanaan pemerintahan 

desa dilapangan merujuk beberapa saran yang diberikan oleh penyusun, 

antara lain;  

1. Adanya program yang berjangka dalam pemberdayaan 

masyarakat yang akan menjadikan perkembanganan 

pengetahuan maupun lainya sangat konsisten dan terkontrol, 

sehingga proses kemajuan desa dapat dipinggul bersama dan 

mandiri, Pendamping desa dan pemerintah desa harus lebih 

dapat mengembangkan program kerja atupun potensi desa yang 

ada, dengan lebih giat mandiri dalam menciptakan program 

tanpa menunggu program pemerintah pusat maupaun 

pemerintah kabupaten/kota.  

2. dengan melihat perkembangan zaman, apalagi dengan keadan 

wabah covid-19 yang mengharuskan menggunakan teknologi 

digital dalam menjalankan kegiatan maupun program, dan 

dengan melihat ketertinggalan yang ada, perlunya seorang 

pendamping dan pemerintah desa mendongkrak sumber daya 

manusia dengan lebih giat dan pro-aktif mempropagandakan 

teknologi digital yang dapat masyarakat gunakan untuk 

mengangkat daya berfikir serta daya saing dengan yang lebih 

maju dan dapat melawan kondisi saat ini..  
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3. Pendamping lokal desa harus lebih giat dalam menjalankan 

tugas, serta fungsinya, karena pembangunan desa serta 

kesejahteraan yang didapat, tidak lain dengan pro aktifnya 

seseorang pendamping desa dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya. 
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